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TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/
Permentan/RC.110/1/2010, telah ditetapkan Rencana
Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014;

b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan
Kementerian Pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010,
dengan Peraturan Menteri Pertanian;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4416);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74,
Tambahan Lembaran negara Nomor 4405);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;



6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/
10/2010 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010-2014.

Pasal 1

RencanaStrategis Kementerian Pertanianyangselanjutnya disebut Renstra Kementerian
Pertanian, seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan
Peraturan Menteri ini.

Pasal 2
Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam:

a. menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I, Eselon Il dan Unit Pelaksana Teknis (UPT)
lingkup Kementerian Pertanian;

b. menyusunrencana/program pembangunan daerah provinsidan daerah kabupaten/
kota di bidang pertanian;

c. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan/atau antar instansi pertanian di
Pusat dan di daerah;

d. pengendalian program dan kegiatan pembangunan lingkup Kementerian Pertanian.



Pasal 3

Pejabat Eselon I, Eselon Il dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf a menjabarkan dan menyusun lebih lanjut mengenai:

a. Renstra Kementerian Pertanian ke dalam Renstra;
b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian.

Pasal 4

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/
Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-
2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011

MENTERI PERTANIAN,
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SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas;

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;

Kepala Unit Kerja Presiden Untuk Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;

Pemimpin Unit Kerja Eselon | di lingkungan Kementerian Pertanian.
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KATA PENGANTAR

encana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui
R Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15/Permentan/RC.110/1/2010 dan berlaku mulai 28 Januari

2010, merupakan acuan dan arah bagi jajaran Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dalam
melaksanakan pembangunan pertanian selama periode 2010-2014. Pembangunan Pertanian selama lima
tahun kedepan (2010-2014) difokuskan kepada pencapaian Empat Target Utama pembangunan pertanian
ke depan, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi
pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Upaya mencapai target utama pembagunan pertanian di atas tentu tidaklah mudah, karena dihadapkan
pada kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian yang tidak ringan, di samping juga gerak
dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan lokal yang semakin kompleks. Untuk menghadapi
kondisi tersebut Kementerian Pertanian akan menerapkan Strategi Tujuh GEMA Revitalisasi yaitu revitalisasi
lahan; revitalisasi perbenihan dan perbibitan; revitalisasi infrastruktur dan sarana; revitalisasi sumber daya
manusia; revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani; serta revitalisasi teknologi dan
industri hilir. Dalam implementasi tujuh GEMA Revitalisasi ini di lapangan membutuhkan kerjasama dan
komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan
dengan karakteristik potensi dan prospek yang ada di masing-masing daerah.

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian yang
tertuang dalam Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010; perubahan lingkungan strategis global
dan domestik; refocusing program/kegiatan mendatang pencapaian empat target sukses; penyempurnaan
output/outcame dengan indikator yang lebih terukur dan SMART (Specific, Measurable, Achievable,
Relevant, Timely) serta adanya Direktif Presiden dan sensus sapi 2011, maka rencana dan pelaksanaan
pembangunan pertanian 2010-2014 telah banyak mengalami penyesuaian. Untuk itu, Kementerian
Pertanian memandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian
2010-2014 dimaksud.

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yang telah direvisi ini diharapkan mampu mendorong
dan mengakselerasi gerak dan langkah para pelaku pembangunan hingga ke tingkat petani di lapangan.
Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada segenap jajaran Kementerian Pertanian, instansi lintas
sektor di Pusat dan Daerah, terlebih kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pertanian seyogyanya
dapat mendayagunakan dokumen Renstra ini dan menggunakannya sebagai pedoman dan arahan dalam
merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Kementerian/Lembaga, instansi dan
unit kerja masing-masing sesuai yang tertuang dalam Renstra ini untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan pertanian.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 ini dapat bermanfaat untuk
mencapai cita-cita luhur visi pembangunan pertanian yaitu terwujudnya pertanian industrial unggul yang
berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah daya saing, ekspor dan
kesejahteraan petani. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua
upaya yang akan kita kerjakan bersama.

Jakarta, Desember 2011
Menteri Pertanian
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|. PENDAHULUAN

Sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025,
saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014), setelah periode RPJMN
tahap ke-1 (2005-2009) berakhir. Pada RPJMN tahap ke-2 (2010-2014),
pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam
perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan
melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan
bahanpangan,bahanbakuindustri,pakandanbio-energi,penyeraptenaga
kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian
lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis
pertanian merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk
Indonesia yang besar yaitu 230.632.700 orang (tahun 2009) dengan laju
pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen per tahun (tahun 2009) dan
tingkat konsumsi beras 102,2 kg/kapita/tahun (tahun 2009). Berdasarkan
kondisi tersebut, selama lima tahun ke depan, Kementerian Pertanian
menempatkan beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula sebagai lima
komoditas pangan utama. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan
utama tersebut, target Kementerian Pertanian selama 2010-2014 adalah
pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Pencapaian
swasembada ditujukan untuk kedelai, daging sapi dan gula dengan target
sasaran produksi adalah kedelai 2,70 juta ton, daging sapi 0,66 juta ton, dan
gula 3,45 juta ton pada tahun 2014. Karena padi dan jagung sudah pada
posisi swasembada, maka target pencapaian selama 2010-2014 adalah
swasembada berkelanjutan dengan sasaran produksi padi sebesar 76,57
juta ton GKG dan jagung 29 juta ton jagung pipilan kering pada tahun 2014.
Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk
keperluan peningkatan ekspor, dikembangkan juga komoditas pertanian
lain yang mencakup antara lain telur, susu, buah-buahan, sayuran, karet,
kelapa sawit, teh, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, tanaman hias dan
biofarmaka.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan
masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga
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semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu, selain upaya untuk
mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan
diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi
konsumsi beras dan terigu. Selama 2010-2014, konsumsi beras ditargetkan
turun 1,5 persen/tahun, yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi
umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran. Dengan
penurunan konsumsi beras 1,5 persen/tahun tersebut maka tingkat
konsumsi beras Indonesia yang saat ini cukup tinggi yaitu 102,2 kg/kapita/
tahun (tahun 2009) diupayakan turun menjadi 95 kg/kapita/tahun pada

tahun 2014. Dalam rangka diversifikasi pangan, sekaligus juga diupayakan
tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan
aman yang dicerminkan oleh meningkatnya skor Pola Pangan Harapan
(PPH) dari 86,4 pada tahun 2010 menjadi 93,3 pada tahun 2014.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan juga dihadapkan pada
perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang
dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing
di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk
pertanian Indonesia, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi,
pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Dengan
peningkatan daya saing, disertai upaya promosi dan pemasaran, maka
ditargetkan surplus neraca perdagangan meningkat dari USS 24,33 milyar
pada tahun 2010 menjadi USS 54,51 milyar pada tahun 2014.
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Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah
dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang
harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat,
seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global,
terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air,
kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya sistem
perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap
permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani, masih lemahnya
kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan
pangan dan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik,
masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi
kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian.

Di samping itu, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi
banyaktantanganyangtidak mudah, antaralain bagaimana meningkatkan
produktivitasdannilaitambah produkdengansistempertanianyangramah
lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik
secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan
tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta
perbenihan dan perbibitan, membuka akses pembiayaan pertanian
dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil, mengupayakan
pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup
angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, menciptakan
kebijakan harga (pricing policies) yang proporsional untuk produk-produk
pertanian khusus, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar
global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis
global, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati
generasi penerus, memperkokoh kelembagaan usaha ekonomi produktif
di perdesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif,
dan memenuhi kebutuhan pangan, serta mengembangkan komoditas
unggulan hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Dalam upaya mencapai target dan sasaran seperti diuraikan di atas,
dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi
selama ini serta menjawab tantangan di masa depan, maka strategi
yang akan dilakukan Kementerian Pertanian untuk 5 tahun mendatang
adalah Revitalisasi Pertanian yang dibingkai dalam 7 GEMA Revitalisasi,
yaitu (1) Revitalisasi Lahan, (2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan,
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(3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana, (4) Revitalisasi Sumber Daya
Manusia, (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan
Petani dan (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.

Begitu kompleksnya permasalahan, tantangan, dan besarnya lingkup
pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembangunan pertanian, maka
jelas bahwa pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan hanya oleh
Kementerian Pertanian. Pembangunan pertanian memerlukan dukungan
dari semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor atau
kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, pemerintah daerah baik
propinsi, kabupaten maupun kota, dunia usaha, perbankan, lembaga-
lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi profesidan kemasyarakatan,
serta peran aktif dari semua petani, pekebun dan peternak di seluruh
tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Bersamaan dengan penyusunan dokumen Renstra ini, Pemerintah juga
mencanangkan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang
mengharuskan Kementerian/Lembaga merestrukturisasi program dan
kegiatan dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja. Untuk itu,
program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini dilengkapi
dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Re-
formasi Birokrasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam
kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 ini merupakan
dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran,
kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang
akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun ke
depan (2010-2014). Oleh karena itu, dokumen Renstra ini merupakan
acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Kementerian
Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan
pertanian periode 2010-2014 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien
dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.1] Kondisi Umum Pembangunan Pertanian 2005-2009

Selama periode 2005-2009, pembangunan pertanian terus mencatat
berbagai keberhasilan. Salah satu yang patut disyukuri dan membanggakan
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adalah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sejak tahun 2007,
serta swasembada jagung dan gula konsumsi rumah tangga di tahun 2008.
Mantapnya produksi beras yang merupakan pangan utama dalam negeri
sangat membantu menstabilkan harga pangan, sehingga Indonesia bisa
terhindar dari krisis pangan yang melanda banyak negara pada periode
tersebut. Pada saat terjadinya krisis keuangan global, harga pangan
internasional meningkat terutama di negara-negara produsen, sedangkan
harga komoditas pangan dalam negerilebih stabil jika dibandingkan dengan
harga internasional.

Selain produksipadiyang meningkat, bahkantelah mencapaiswasembada,
selama periode pembangunan lima tahun terakhir pembangunan
pertanian juga mencatat sejumlah keberhasilan seperti: peningkatan
produksi beberapa komoditas pertanian, ketersediaan energi dan protein,
membaiknya skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan semakin banyaknya
hasil penelitian dan pengembangan pertanian.

Selama tahun 2005-2008, rata-rata pertumbuhan produksi yang cukup
tinggi setiap tahunnya ditunjukkan oleh gula (3,82 persen), kelapa sawit
(18,92 persen), kakao (2,47 persen), jambu mete (5,30 persen),tembakau
(3,42 persen), daging sapi (3,95 persen), daging ayam buras (4,01 persen),
susu segar (8,30 persen), mangga (14,22 persen), durian (8,77 persen),
bawang merah (5,23 persen) dan anggrek (28,79 persen). Ketersediaan
energi dan protein per tahun meningkat sebesar 2,6 persen untuk
energi dan 2,3 persen untuk protein. Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
meningkat dari 74 pada tahun 2006 menjadi 81,9 pada tahun 2008. Di
bidang penelitian dan pengembangan, telah dihasilkan 191 varietas
unggul padi, 46 varietas unggul jagung, dan 64 varietas unggul kedelai,
serta inovasi pola tanam, pemupukan, bioteknologi, Pengendalian Hama
Terpadu (PHT), alat mesin pertanian, dan lain sebagainya.

Pada tataran makro, pembangunan pertanian juga memperlihatkan
kinerja yang menggembirakan. PDB sektor pertanian terus tumbuh
dan mencapai 5,16 persen di tahun 2008. Pada tahun 2008, neraca
perdagangan pertanian mencatatkan surplus sebesar USS 17,97 milyar
yang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar USS 13,13 milyar.
Angkatan kerja pertanian mencapai lebih dari 40 juta orang setiap tahun
selama 2005-2009. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian berperan
penting dalam penyerapan tenaga kerja nasional.
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Semua capaian pembangunan pertanian ini merupakan bentuk nyata dari
hasil kerja keras dan kerjasama yang baik dan terus menerus dari para
pelaku pembangunan pertanian, yaitu petani, penyuluh, pelaku usaha di
bidang pertanian bersama dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah). Sektor
pertanian kembali membuktikan dapat bertahan menghadapi terpaan
krisis ekonomi sebagaimana yang dialami Indonesia pada tahun 1997.

Kondisi umum pembangunan pertanian di Indonesia selama tahun 2005-
2009 secara lebih lengkap dapat dilihat dari capaian indikator makro,
produksi komoditas pertanian, dan pencapaian kinerja pertanian lainnya
yang akan digambarkan berikut ini.

1.1.1 Indikator Makro

1.1.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Sektor pertanian memperlihatkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang
menggembirakan. Selama 2005-2009, pertumbuhan PDB pertanian (di
luar perikanan dan kehutanan) memperlihatkan kenaikan setiap tahunnya
yaitu rata-rata 3,57 persen. Meski di awal periode masih dibawah target,
tetapi pertumbuhan PDB pertanian terus meningkat, bahkan di tahun
2008 berhasil melampaui target yang ditetapkan (Tabel 1.1).

Tabel 1.1 Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian, 2005-2009

TAHUN TARGET (%) CAPAIAN (%)
2005 3,20 2,50
2006 3,40 3,20
2007 3,60 3,40
2008 3,60 5,16
2009 3,80 3,57Y

Rata-rata 3,52 3,57

Keterangan : ¥ angka sementara
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(%) Grafik 1.1 Pertumbuhan PDB Pertanian, 2005 - 2009

2005 2006 2007 2008 2009%)

—o— TARGET ~fi— CAPAIAN

Keterangan: *) Capaian tahun 2009 masih angka sementara

1.1.1.2 Tenaga Kerja

Dari besarnya angka tenaga kerja, pertanian masih tetap menjadi sektor
andalan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Indonesia.
Besarnya angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian tentu saja
memberatkan pertanian primer sehingga diperlukan upaya keras untuk
mendorong perpindahan tenaga kerja pertanian primer ke sektor industri
pertanian atau non pertanian. Jumlah tenaga kerja pertanian (pertanian,
perikanan, dan kehutanan) berada pada kisaran 40% dari angkatan kerja
nasional dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya selama periode
2005-2009 (Tabel 1.2).

Tabel 1.2 Tenaga Kerja Pertanian, 2005-2009

Pertanian** Non Pertanian ota

2005 41.309.776 52.648.611 93.958.387 43,97 11.899.266
2006 40.136.242 55.320.693 95.456.935 42,05 10.932.000
2007 41.206.474 58.723.743 99.930.217 43,66 10.011.142
2008 41.331.706 61.221.044 102.552.750 40,30 9.394.515
2009* 43.029.493 61.455.951 104.485.444 41,18 9.258.964

105.857.653
106.388.935
109.941.359
111.947.265
113.744.408

Keterangan: * angka sementara (Peb 2009), ** mencakup pertanian, perikanan dan kehutanan)
Sumber : BPS
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Grafik 1.2 Tenaga Kerja Pertanian, 2005 - 2009

(orang)
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Keterangan: * angka sementara (Peb 2009), ** mencakup pertanian, perikanan dan kehutanan)
Sumber : BPS

1.1.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari
kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah
satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Oleh karena itu, NTP
disebut salah satu indikator relatif yang menunjukkan tingkat kesejahteraan
petani. NTP dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga
yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani.

Kinerja NTP selama tahun 2005-2009 memperlihatkan kecenderungan yang
tren yang cenderung meningkat. NTP meningkat mendekati 100 selama
tahun 2005-2006, sama dengan 100 pada tahun 2007 dan lebih dari 100 pada
tahun 2008-2009. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa yang
dibelanjakan petani masih lebih besar dari yang didapatkan (Grafik 1.3).
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Grafik 1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)’, 2005 - 2009
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Keterangan : Y Mulai bulan Juni 2008, NTP secara nasional menggunakan tahun dasar 2007 = 100.
2 Sampai dengan Desember 2009.
3 NTP mencakup lima sub sektor yaitu: tanaman pangan, hortikultura, tanaman
perkebunan rakyat (TPR), peternakan dan perikanan.

Sumber: BPS
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1.1.1.4 Neraca Perdagangan

Realisasi neraca perdagangan pertanian, selama periode 2005-2009,
tumbuh sangat mengesankan. Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa tahun
2005, surplus neraca perdagangan baru USS 6.447,51 juta, namun tiga
tahun kemudian telah naik tiga kali lipat menjadi USS 17.971,58 juta di
tahun 2008 (Tabel 1.3).

Tabel 1.3 Neraca Perdagangan Pertanian, 2005-2009

[ e e

(US$ 000)

1 | Tanaman Pangan

- Ekspor 286.744 264.155 289.049 348.914 321.280
- Impor 2.115.140 | 2.568.453 2.729.147 | 3.526.961 | 2.737.862
- Neraca -1.828.396 | -2.304.299 | -2.440.098 | -3.178.047 | -2.416.582

2 | Hortikultura

- Ekspor 227.974 238.063 254.765 432.727 378.627
- Impor 367.425 527.415 795.846 909.669 1.063.120
- Neraca -139.451 -289.352 -541.081 -476.942 -684.493

3 | Perkebunan

- Ekspor 10.673.186 | 13.972.064 | 19.948.923 | 27.369.363 | 21.581.670
- Impor 1.532.520 1.675.067 3.379.875 4.535.918 | 3.949.191
- Neraca 9.140.666 | 12.296.997 | 16.569.048 | 22.833.445 | 17.632.479

4 | Peternakan

- Ekspor 396.526 388.939 748.531 1.148.170 754.914
- Impor 1.121.832 1.190.396 1.696.459 2.352.219 | 2.132.800
- Neraca -725.306 -801.457 -947.928 | -1.204.049 | -1.337.886

5 | Pertanian

- Ekspor 11.584.429 | 14.863.221 | 21.241.268 | 29.299.174 | 23.036.491
- Impor 5.136.916 5.961.331 8.601.327 | 11.324.767 9.882.973
- Neraca 6.447.513 8.901.890 | 12.639.941 | 17.974.407 | 13.153.518

Keterangan : Y angka kumulatif s/d September 2009.
Sumber : BPS diolah Pusdatin Deptan.
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1.1.1.5 Investasi

Salah satu indikator investasi pertanian dapat dilihat dari realisasi
investasi PMDN dan PMA. Dari Grafik 1.4 dan Grafik 1.5 dapat dilihat
bahwa investasi pertanian sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007
cenderung meningkat, namun pada tahun 2008 terjadi penurunan
karena krisis keuangan global yang juga dialami oleh Indonesia. Walau
demikian, realisasi investasi PMDN dan PMA di tahun 2009 (sampai bulan
September) sudah melebihi tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa
daya tarik investasi pertanian Indonesia sudah membaik kembali. Pada
dasarnya investasi pertanian yang dominan berasal dari petani, namun
sampai saat ini belum ada perhitungan yang dapat memperlihatkan
investasi dari petani ini.

Grafik 1.4 dan Grafik 1.5 berikut adalah realisasi investasi PMDN dan PMA
sektor pertanian selama kurun waktu 2005-2009.

Grafik 1.4 Realisasi Investasi PMDN Sektor Pertanian, 2005 - 2009
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Grafik 1.5 Realisasi Investasi PMA Sektor Pertanian, 2005 - 2009
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1.1.2 Produksi Komoditas Pertanian

Capaian produksi komoditas pertanian selama tahun 2005-2008 telah
menunjukan prestasi sangat baik, antara lain: peningkatan produksi padi
dari 54,15 juta ton GKG tahun 2005 menjadi 60,33 juta ton GKG pada
tahun 2008, atau meningkat rata-rata 3,69 persen setiap tahun. Target
produksi padi 2009 sebesar 63,5 juta ton GKG, sementara berdasarkan
ARAM Il (Oktober 2009) produksi padi telah mencapai 63,8 juta ton GKG
atau mencapai 100,5 % dari target tahun 2009. Peningkatan produksi
ini telah menempatkan Indonesia meraih kembali status swasembada
beras sejak tahun 2007 dan terhindar dari krisis pangan seperti terjadi di
banyak negara ketika krisis keuangan global melanda dunia. Keberhasilan
swasembadainisudahdiakuiduniadanbahkanbanyaknegaramenyatakan
keinginan untuk mempelajari strategi yang telah diterapkan Indonesia.

Peningkatan produksi jagung juga cukup pesat selama 2005-2008, yaitu
mencapai rata-rata 9,98% setiap tahun. Produksi jagung meningkat
dari 12,52 juta ton pipilan kering tahun 2005 menjadi 16,32 juta ton
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pipilan kering tahun 2008. Perhitungan sementara berdasarkan ARAM
Il (Oktober 2009) produksi jagung akan mencapai 17,66 juta ton pipilan
kering, sementara target produksi jagung yang ditetapkan untuk tahun
2009 adalah 19,44 juta ton pipilan kering. Secara lebih lengkap, capaian
produksi tanaman pangan selama 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

Tabel 1.4 Produksi Komoditas Tanaman Pangan, 2005-2009

0 ODIIA 00

(ribu ton)
1. | Padi 54.151 54.455 57.157 60.326 63.840 3,69
2. | Jagung 12.524 11.609 13.288 16.317 17.659 9,98
3. | Kedele 808 748 593 776 966 0,90
4. | Kacang Tanah 836 838 789 770 785 -2,67
5. | Kacang Hijau 321 316 322 298 314 -2,37
Ubi Kayu 19.321 19.987 19.988 21.757 22.376 4,10
7. | Ubilalar 1.857 1.854 1.887 1.882 2.027 0,45
Keterangan : Y Aram Ill (Oktober 2009).
Sumber : BPS.

Peningkatan produksi perkebunan selama 2005-2008 menunjukkan
hasil yang juga menggembirakan, seperti gula tumbuh 3,85 persen
pertahun, kelapa sawit 14,38 persen pertahun, dan jambu mete 2,38
persen pertahun. Sejak tahun 2008 Indonesia sudah swasembada untuk
komoditas gula konsumsi langsung rumah tangga, sementara swasembada
gula untuk industri ditargetkan tercapai pada tahun 2014. Capaian produksi
perkebunan selama 2005-2009 lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 1.5.
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Tabel 1.5 Produksi Komoditas Perkebunan, 2005-2009

mm 2007 2008 2009! | Pertumbuhan
KOMODITAS 2005-2008

(%)
1. |Kelapa Sawit | 11.862| 17.351| 17.665| 17.540( 19.324 14,39
2. | Karet 2.271 2.637 2.755 2.751 2.440 2,28
3. |Kelapa 3.097 3.131 3.193 3.240 3.258 1,27
4. | Kakao 749 769 740 803 809 2,04
5. | Kopi 640 682 676 698 683 1,70
6. |Jambu Mete 135 149 146 157 147 2,38
7. | Gula? 2.242 2.052 2.624 2.668 2.517 3,85
8. | Tembakau 153 146 165 168 176 3,75
9. | Cengkeh 78 61 80 70 82 3,50

Keterangan: ¥ angka tetap; ? Hablur
Sumber: Pusat Data Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Deptan.

Pertumbuhan yang membanggakan juga diperlihatkan oleh komoditas
peternakan dan hortikultura selama 2005-2008, antara lain daging sapi
3,95 persen, daging kambing/domba 7,58 persen, daging itik 21,84
persen, susu segar 8,30 persen, mangga (14,22 persen) dan anggrek
(28,79 persen). Capaian produksi peternakan dan hortikultura dalam
kurun 2005-2009 tersebut dapat dilihat secara lebih lengkap pada Tabel
1.6 dan Tabel 1.7.

Tabel 1.6 Produksi Komoditas Peternakan, 2005-2009

M omopms | 2005 | 2006 | 2007 [ 2008 | 209" | petumbutan
I T

2005-2008 (%)
1. | Daging Sapi 359 396 339 393 405 3,95
2. | Daging Kerbau 38 44 42 39 41 1,37
3. | Daging Kambing / Domba 98 140 120 113 123 7,58
4. | Daging Babi 174 196 226 210 220 6,96
5. | Daging Ayam Buras 301 341 355 336 345 4.01
6. | Daging Itik 21 25 44 31 32 21,84
7. | Sapi Perah (Susu Segar) 1.052 1.204 1.370 1.324 1.405 8,30

Keterangan: ¥ angka sementara. Sumber : Pusat Data Pertanian.
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Tabel 1.7 Produksi Komoditas Hortikultura

mm 2007 2008 Pertumbuhan

(%)

1. | Kentang 1.009 1.012 1.004 1.072 1.076 2,06

Cabe 1.058 1.185 1.129 1.153 1.379 3,31
3. | Bawang Merah 733 795 803 854 965 5,23
4. | Mangga 1.413 1.622 1.819| 2.105| 2.243 14,22
5. | Pisang 5.178 5.037| 5.454| 6.005| 6.374 5,21
6. | Manggis 65.000| 73.000| 113.000| 79.000| 106.000 34.17
7. | Durian 566 748 595 682 798 8,77
8. | Jeruk 2214 2.566| 2.626| 2.468| 2.132 4,06
9. | Rimpang 322 417 444 399 408 7,82
10. | Tanaman Hias 7.902| 10.903 9.485| 15.309| 15.375 28,79

Anggrek 1) 7.902| 10.903 9.484| 15.310| 16.205 28,79

Krisan 1) 47,466 | 63,716| 66,979| 101,777 | 107,847 30.44

Keterangan : ¥ Satuan dalam ribu tangkai
Sumber : BPS.

1.1.3 Pendukung Peningkatan Produksi

Selain dalam bentuk indikator makro dan produksi, kinerja Kementerian
Pertanian dapat dilihat dari capaian dalam bentuk dukungan peningkatan
produksi, antara lain sebagai berikut:

1.1.3.1 APBN Kementerian Pertanian 4 \

Selama periode tahun 2005-2009, alokasi APBN ke Kementerian Iﬁtaﬂ an
memperlihatkan pemngkatanyangcukuptajam APBN Kementerlan P‘&aman
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Tabel 1.8 Alokasi APBN Kementerian Pertanian 2005-2009

o [T e R e e e

1

u B W N

10
11
12

SEKRETARIAT JENDERAL" 227.868 762.185 | 1.664.487 | 1.490.145 | 1.531.866
- BIRO - BIRO 227.868 212.655 360.912 293.405 433.639
- PUSAT - PUSAT 549.530 | 1.303.575 | 1.196.740 | 1.098.226
INSPEKTORAT JENDERAL 32.986 37.775 57.149 51.350 61.097
DITJEN TANAMAN PANGAN 823.673 498.880 | 1.743.284 | 1.099.995 | 1.003.719
DITJEN PERKEBUNAN 457.182 452.698 387.202 445.855 424.116
DITJEN PETERNAKAN 372.386 596.996 548.742 755.598 708.002
I?:ETRJ'IFI'\\INFI’ERGOLAHAN & PEMASARAN HASIL 56.110 379.803 413.298 662.582 373.959
DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR 89.439 | 1.005.726 | 1.015.089 | 1.015.309 925.469
DITJEN HORTIKULTURA 320.461 251.770 288.860 261.329 269.261
BADAN LITBANG PERTANIAN 761.157 730.778 830.140 793.636 859.561
BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN 355.885 590.950 878.135 940.433 | 1.227.047
BADAN KETAHANAN PANGAN 331.658 696.520 587.421 419.114 399.289
BADAN KARANTINA PERTANIAN 195.998 281.002 375.810 370.171 387.390

4.024.804

6.285.084

8.789.618

8.305.517

8.170.774

Keterangan

: *) Mencakup kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP

sebesar Rp 1 trilyun masing-masing untuk tahun 2008 dan tahun 2009.

Anggaran subsidi pertanian juga meningkat pesat selama tahun 2005-2009.
Subsidi pupuk meningkat hampir tujuh kali lipat dari Rp 2,59 trilyun pada
tahun 2005 menjadi Rp 17,44 trilyun pada tahun 2009, yang terbagi untuk
subsidi harga dan subsidi langsung, sebagaimana pada tabel 1.9 berikut.

Tabel 1.9 Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian 2005-2009

s Subsi
enis Supsidai

(milyar rupiah)
6.797

Subsidi Harga 2.593 4.182

BLPY
Pengawasan

Jumlah

2.593

4.182

Keterangan : 1) BLP = Bantuan Langsung Pupuk.
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6.797

14.922

0,96
20,00



Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemakaian benih bagi petani,
maka disediakan subsidi dalam bentuk subsidi tidak langsung (subsidi
harga) dan subsidi langsung. Subsidi langsung benih dilaksanakan dalam
bentuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih
Nasional (CBN). Subsidi benih meningkat dari Rp 125,29 milyar pada
tahun 2005 menjadi Rp 1,32 trilyun pada tahun 2009, atau meningkat
lebih dari sepuluh kali lipat (Tabel 1.10).

Tabel 1.10 Alokasi Anggaran Subsidi Benih Kementerian Pertanian 2005-2009

(0] enis Supsidi

(juta rupiah)
1 | Subsidi Harga 80.002. 99.006 81.597 | 112.512 122.377
2 | CBN 45.291 37.886 37.950 190.535 375.620
3 | BLBU = - | 222.368 | 682.202 817.403
Jumlah 125.294 136.893 341.915 985.249 | 1.315.400

Disamping subsidi, APBN juga ada yang ditransfer ke daerah seperti Dana
Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil
(DBH). Untuk DAK bidang pertanian, selama 2005-2009 juga mengalami
peningkatan yang cukup besar. DAK Bidang Pertanian meningkat dari
Rp 170 milyar di tahun 2005 menjadi Rp 1,5 trilyun di tahun 2009 atau
meningkat hampir sembilan kali lipat (Tabel 1.11).

Tabel 1.11 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 2005-2009

Jenis Dana

(Rp milyar)

DAK 170,0 1.094,8 1.492,2 1.492,2 1.492,2

1.1.3.2 Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, Kementerian
Pertanian telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur
pertanian yang mencakup: Jaringan lIrigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT),
Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Tata Air Mikro (TAM), Jalan Usaha Tani (JUT),
Jalan Produksi, konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), embung, sawah,
sumur, dam parit, dan konservasi lahan.
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Dari tahun 2005 sampai 2009, telah dibangun JITUT seluas 388.106 ha;
JIDES seluas 227.282 ha; TAM seluas 116.702 ha; optimasi, konservasi dan
reklamasi lahan seluas 80.457 ha, JUT dan jalan produksi sepanjang 3.992,24
km, konservasi DAS Hulu seluas 30.050 ha; perluasan sawah sebanyak 82.514
ha; embung sebanyak 1.885 unit; sumur serapan sebanyak 2.469 unit; dan
Dam Parit sejumlah 295 unit. Di samping itu, selama periode yang sama juga
telah dikembangkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebanyak 3.941 unit.

1.1.3.3 Pembangunan Kelembagaan dan Penguatan Modal Petani

Bantuan penguatan modal dan pengembangan kelembagaan merupakan
upaya untuk mengatasi keterbatasan modal dan kapasitas yang dimiliki
petani. Melalui kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan
Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP), satu unit Gapoktan dapat
menerima bantuan penguatan modal sebesar Rp 100 juta. Sampai
tahun 2008 telah diberikan bantuan penguatan modal kepada 10.542
Gapoktan. Untuk tahun 2009, sebanyak 10.000 Gapoktan ditargetkan
akan menerima bantuan BLM-PUAP.

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah suatu
upaya pengembangan agribisnis melalui pemberdayaan sumberdaya
manusia, kemitraan, peningkatan akses terhadap sumberdaya, teknologi
dan pasar yang ditujukan khusus bagi kelembagaan keagamaan yang
berkembang di masyarakat seperti pondok pasantren, gereja, pura dan
lain-lain. Sejak tahun 2007-2009 telah disalurkan bantuan modal ke
4.292 LM3, yang meliputi kegiatan: tanaman pangan sebanyak 569 LM3,
hortikultura sebanyak 984 LM3, peternakan 1.726 LM3 dan pengolahan
dan pemasaran hasil pertanian sebanyak 994 LM3.

Dalam rangka peningkatan efektifitas kebijakan Harga Pembelian
Pemerintah (HPP), maka dikembangkan Dana Penguatan Modal untuk
Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Sampai tahun 2008
telah disalurkan dana penguatan modal di 1.841 LUEP pada 27 Provinsi
sentra produksi padi/jagung. Mulai tahun 2009, dilakukan perubahan
pendekatan program yaitu difokuskan kepada pemberdayaan Gapoktan
melalui kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Sedangkan dalam rangka memberdayakan masyarakat di daerah rawan
pangan, telah dikembangkan Desa Mandiri Pangan, yang menjangkau



1.746 desa rawan pangan di 350 kabupaten. Selanjutnya, bekerjasama
dengan International Fund for Agriculture Development (IFAD) telah
dikembangkan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat di lahan
kering (PIDRA = Participatory Integrated Development in Rainfeed Areas)
di propinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat
sebanyak 2.330 Kelompok dan 237 Federasi/Gapoktan.

Penguatan modaldan pengembangankelembagaan petaniyanglainadalah:
Sarjana Masuk Desa (SMD) yang sekarang berkembang menjadi Penggerak
Membangun Desa (PMD), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu
(SL-PTT), dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

1.1.3.4 Pengolahan Produk Pertanian dan Pengembangan Pasar

Untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar, maka usahatani tidak
cukup hanya sampai tahap menghasilkan produk primer saja, melainkan
harus dilakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran. Dalam upaya
mendorong kegiatan pengolahan dan pemasaran oleh petani, selama
periode 2005-2009, Kementerian Pertanian telah melakukan pembangunan
pasar tani di 32 Kabupaten/Kota, Sub Terminal Agribisnis (STA) di 61
Kabupaten/Kota di 16 Provinsi, Pasar Ternak di 74 Kabupaten/Kota di 25
Provinsi, pengembangan pengolahan hasil hortikultura di 116 Kabupaten/
Kota, pengolahan hasil perkebunan di 40 Kabupaten/Kota, pengolahan
pakan ternak di 78 Kabupaten/Kota, pengolahan susu di 27 Kabupaten/
Kota, dan pengolahan daging di 88 Kabupaten/Kota. Inseminasi Buatan (IB)
300 unit dan pelayanan investasi hortikultura di 32 kawasan di Indonesia.

1.1.3.5 Ketahanan Pangan

Secara umum, pembangunan ketahanan pangan 2005-2008
memperlihatkan kecenderungan yang membaik, yaitu ketersediaan energi
meningkat 2,6% per tahun dan ketersediaan protein meningkat 2,3% per
tahun. Tingkat ketersediaan energi sudah mencapai 3.032 kkal/kap/hari J Y
dan ketersediaan protein sekitar 76,9 gram/kap/hari. Adapun tingkat '
konsumsi energi masyarakat meningkat menjadi 2.038 kkal/kapita/hari
dan konsumsi protein meningkat menjadi 57,49 gram/kapita/hari pada
tahun 2008. Meskipun tingkat konsumsi energi dan protein sudah melebihi
Angka Kecukupan Gizi (AKG) yaitu 2.000 kkal/kapita/hari untuk energi
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masyarakat belum dapat mencapai kondisi ideal, yaitu dengan Skor PPH
sebesar 100. Pencapaian Skor PPH tahun 2008 sebesar 81,9.

1.1.3.6 Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pembangunan pertanian yang telah berhasil dicapai Kementerian
Pertanian selama ini. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah
dilaksanakan Kementerian Pertanian selama tahun 2005-2009 mencatat
keberhasilan inovasi teknologi yang mencakup: 196 varietas unggul
padi, 46 varietas unggul jagung, 64 varietas unggul kedelai, 7 galur baru
kambing, domba, ayam dan itik, 13 teknologi vaksin, 8 antigen, 10 kit
diagnostik dan teknik pengujian penyakit, dan 15 Varietas Unggul Baru
(VUB) tebu. Selanjutnya, juga telah dikembangkan inovasi pola tanam,
pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) seluas 2 juta ha pada
tahun 2007, yang adopsinya dipercepat dengan Sekolah Lapang (SL-PTT),
dimana sejak tahun 2008-2009 dilaksanakan melalui SL-PTT padi, jagung
dan kedelai, yang meliputi untuk SL-PTT hibrida seluas 156,9 ribu ha dan
SL-PTT non hibrida seluas 3,6 juta ha. Disamping itu juga dikembangkan
Sistem Integrasi Tanaman Ternak Bebas Limbah (SITTBL), pemupukan,
pupuk produk bio, bioteknologi, Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Alat
Mesin Pertanian (Alsintan), pasca panen, dan lain-lain.

1.1.3.7 Subsidi Bunga untuk Kredit Petani

Salah satu keterbatasan petani untuk pengembangan usahatani adalah
modal. Dalam upaya membantu petani mengatasi masalah kesulitan
modal, Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai skim kredit
pertanian, seperti: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit
Pembangunan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan
Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), serta memperluas pemanfaatan
Kredit Usaha Rakyat (KUR). Subsidi bunga yang disediakan untuk masing-
masing skim kredit tersebut bervariasi antara 8-10%. Khusus untuk KUPS,
beban bunga bagi peminjam ditetapkan sebesar 5 persen. Sementara
untuk KUR, meskipun menggunakan bungakomersialtetapimensyaratkan
agunan yang relatif mudah.

Subsidi bunga program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) yang dimulai
sejak tahun 2006 telah berhasil meningkatkan serapan kredit perbankan



sebesar Rp. 4,0 triliun sampai dengan tahun 2008. Bunga kredit yang
diberikan kepada pekebun sebesar 10% dan selisih bunga menjadi beban
Pemerintah. Luas areal yang telah dicapai melalui Skim KPEN-RP sebesar
115.169 ha yang meliputi kelapa sawit (111.977 ha), karet (1.972 ha) dan
kakao (1.220 ha). Jumlah petani peserta program revitalisasi perkebunan
ini telah mencapai 53.299 orang mulai dari tahun 2006 sampai 2009.

1.% Potensi, Permasalahan dan Tantangan

1.2.1 Potensi Pertanian Indonesia

1.2.1.1 Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem

Indonesia memilikipotensisumberdayaalam, termasuk plasmanutfah, yang
melimpah (mega biodiversity). Bio-diversity darat Indonesia merupakan
terbesar nomor dua di dunia setelah Brasil, sedangkan bila termasuk bio-
diversity laut maka Indonesiamerupakanterbesar nomorsatu didunia. Hal
ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman
pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak lama
diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.

Keaneka ragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis
berupa dataran rendah dan tinggi; limpahan sinar matahari dan intesitas
curah hujanyang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah; serta
keaneka ragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka
jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi
dari daerah sub tropis secara merata sepanjang tahun di Indonesia.
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Aneka ragam dan besarnya jumlah plasma nutfah tanaman dan hewan,
baik yang asli daerah tropis maupun komoditas introduksi yang sudah
beradaptasi dengan iklim tropis, di sisi lain merupakan sumber materi
genetik yang dapat direkayasa untuk menghasilkan varietas dan klone
tanaman unggul serta bangsa ternak.

1.2.1.2 Lahan Pertanian

Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan
belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air,
Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total
luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha
(64,6 persen) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4
persen) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya,
yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha, meliputi lahan
basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha
danlahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Sampai saat ini, dari areal
yang berpotensi untuk pertanian tersebut, yang sudah dibudidayakan
menjadi areal pertanian sebesar 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54
juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.




Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah
hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun sesungguhnya
merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian
apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung dan air
tanah serta air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung
pengembangan usaha pertanian.

1.2.1.3 Tenaga Kerja Pertanian

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan
dan memiliki kultur budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja
pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 43 juta tenaga kerja nasional masih
menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Besarnya jumlah tenaga
kerja tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran
luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan
yang cukup untuk pengembangan pertanian yang berdaya saing.

Apabila keberadaan penduduk yang besar di suatu wilayah dapat
ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya untuk dapat berkerjadan
berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian,
maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka
komoditas pertanian bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan
dunia. Peningkatan kapasitas penduduk dalam hal pengetahuan dan
ketrampilan pertanian dapat juga dilakukan melalui penempatan tenaga
kerja pertanian terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dan
penyediaan fasilitasi pertanian dalam bentuk faktor produksi, bimbingan
teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

1.2.1.4 Teknologi

Saat ini, sudah cukup banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang
dapatdimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan
produktifitas aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa
ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio;
alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen
dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti
di lembaga penelitian, masyarakat petani dan swasta. Namun demikian,
berbagai paket teknologi ini masih belum sepenuhnya dapat diadopsi
oleh masyarakat petani, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi dan
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dimiliki petani seperti: proses diseminasi, kelembagaan dan skala usaha,
keterampilan serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi.

1.2.1.5 Pertumbuhan Jumlah dan Daya Beli Penduduk
serta Pasar

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam
negeriyang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani.
Pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 230.632.700
jiwa dengan pertumbuhan 1,25 persen per tahun. Saat ini, tingkat
konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan
minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk
pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan
per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli.

Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini
tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan
meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka dapat terjadi
peningkatan permintaan produk, termasuk pertaniandisisilain. Permintaan
pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga
membutuhkan keragaman produkyang bervariasi, sehingga akan membuka
peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk
pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar interna-
sional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam
negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi
pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

1.2.2 Permasalahan

Pembangunanperiodejangkamenengahtahapll(2010-2014)padadasarnya
merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada
periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan
sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang
ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada
periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.



Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah
dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan
masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya
jangka waktu 2010-2014, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan
dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air;
kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses
petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh;
ketahanan pangan dan energi; Nilai Tukar Petani (NTP); keterpaduan
antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian.

Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan
sebagai berikut:

/ N\

Boks 1.1 Permasalahan Mendasar Sektor Pertanian

Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air

Status dan luas kepemilikan lahan (9,55 juta KK < 0.5 Ha)

Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal

oo PN E

Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih
tingginya suku bunga usahatani

Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh
Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi

Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik

SCINCONE U

Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
10. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan
pertanian

11. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

/

1.2.2.1 Meningkatnya Kerusakan Lingkungan dan Perubahan
Iklim Global

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terahir memiliki

kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan

iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam

bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan
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laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat
menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998
telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga
diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3
persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang
terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena
banjir (11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena
kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan). Kondisi ini
kecenderungannya akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah
bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati,
eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah
penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukannya upaya khusus
untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat
lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami
data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang
mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan antisipasi, mitigasi
dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global
adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas
lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah
antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun
kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak
perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim serta membangun
sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang
sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Disamping itu,
perlu menciptakan teknologi tepat guna dan menciptakan varietas yang
memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran kenaikan
suhu, kekeringan, banjir /genangan dan salinitas.

1.2.2.2 Ketersediaan Infrastruktur, Sarana Prasarana, Lahan
dan Air
Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaanya sangat

memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk
dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada
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mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun.
Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya
alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan
jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam
pengelolaanprasaranapengairanadalahbagaimanameningkatkan partisipasi
masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan
irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala
kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan
dan bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan
serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan
pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas
adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan
pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan
bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan
laboratorium perkarantinaan, kebun dan kandang untuk penangkaran
benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai
informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-
pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke
depan adalah bagaimana menyediakan semua prasaranayang dibutuhkan
petaniinidalamjumlahyang cukup, berada dekat dengan sentra produksi,
dan biaya pelayanan yang terjangkau.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum
cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/
obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani,
serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana
produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara
luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi
mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di
masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat
dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik
serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga
pasardomestik mengakibatkan banyakterjadinya praktek penyelundupan
pupuk bersubsidi ke luar negeri. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk



kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan
dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif
juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan
adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan
bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan
mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan
pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan
pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramabh lingkungan.

1.2.2.3 Status dan Luas Kepemilikan Lahan

Berdasarkan sensus Pertanian tahun 2003, dari sisi skala penguasaan lahan,
sejak tahun 1993 jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan
lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga
menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003. Dari hasil penelitian
yang dilaksanakan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada
tahun 2008, rataan pemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha di
Jawa dan 0.96 ha di Luar Jawa. Dalam periode 1995 — 2007 rataan pemilikan
lahan cenderung menurun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain
disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan
pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena
proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan
kering tanaman pangan. Di sisi lain, menurunnya rata-rata luas pemilikan
lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi pemilikan
lahan khususnya untuk agroekosistem persawahan di Jawa.

Status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki
legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa
dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui
perbankan. Data dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada
tahun 2003 menunjukkan bahwa hingga saat ini sertifikat tanah yang telah
diterbitkan baru mencapai jumlah 24,5 juta persil atau sekitar 30 persen
dari seluruh persil yang ada di Indonesia (75 juta persil). Dari jumlah
yang telah memperoleh sertifikat tersebut, 50 persen adalah tanah di
perkotaan (pemukiman dan industri) yang luas arealnya tidak lebih dari 3
juta ha. Sedangkan lahan pertanian di pedesaan yang luasnya lebih dari
25 juta ha baru memperoleh sertifikat 50 persen dari seluruh sertifikat
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yvang sudah diterbitkan atau + 12 juta persil. Tantangan ke depan untuk
mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan
adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha tani,
penataan kelembagaan pengelolan lahan, pengendalian pertumbuhan
penduduk, reformasi agraria serta penguatan status kepemilikan lahan.

Konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999 — 2002
mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha/tahun. Antara tahun 1981 —
1999, neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha, namun antara
tahun 1999 — 2002 terjadi penciutan luas lahan seluas 0,4 juta ha atau
141.285 ha/tahun. Data dari Biro Pusat Statistik tahun 2004 menunjuk-
kan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke
non sawah sebesar 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke
non pertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian
lainnya sebesar 77.556 ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering per-
tanian ke non pertanian sebesar 9.152 ha per tahun.

Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan
kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk
kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya
pertanian, dan merupakansalah satusebab semakin sempitnyaluasgarapan
usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha
tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang
layak baginya. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke
depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui
perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi,
rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan
efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

1.2.2.4 Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Belum
Berjalan Optimal

. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit
«.unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan
* . produksi. Swasembada beras, jagung dan tebu yang telah dicapai selama
~ini, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Sampai saat ini,

' {r'q’ benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman
_whias, serta bibit sapi. Untuk bibit sapi, belum ada satu lembaga perbibitan
yang menonjol.



Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat penting. Agar usaha
agribisnis dapat maju dan berkembang, maka sistem dan usaha perbenihan
harus tangguh. Sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem
yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi
perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi
dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan
pelabelan; dansubsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan
dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi
oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya
manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi,
dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan
investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan
investasi di pengusahaan perbenihan/perbibitan. Perlu ada upaya yang
serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai
dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan
penangkar benih lokal.

1.2.2.5 Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan dan
masih Tingginya Suku Bunga Usaha Tani

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya
skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan
terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal
melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki
kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan
formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan
kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih
memilih “rentenir” yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat
walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan
formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus
tunai (cash flow) dan kesejahteraan petani.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana
menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan
formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat
petani yang tersebar di perdesaan. Sementara menunggu perbankan




lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan
usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro
di pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan
dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani
perdesaan. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan
pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen dan seed capital
kepada kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap
dirintis untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

1.2.2.6 Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani
dan Penyuluh

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar
berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum
sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui
pemanfaatanaksesibilitasterhadapberbagaiinformasiteknologi, permodalan
dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha
pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti
koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/
kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan
petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani,
Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan ke
depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan
hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan
yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan
hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.




1.2.2.7 Masih Rawannya Ketahanan Pangan dan Ketahanan

Energi

Tercapainya swasembada komoditas pangan utama seperti padi dan
jagung pada kenyataannya belum menjamin kemampuan individu di
tingkat rumah tangga untuk dapat memperoleh bahan pangan dengan
jumlah yang cukup. Kondisi ini bukan saja disebabkan lemahnya daya beli
sebagian anggota masyarakat terhadap bahan pangan, tetapi juga dalam
artiyangsebenarnyadibeberapadaerahterpencil distribusibahan pangan
sulit dilakukan, terutama pada musim paceklik. Sulitnya memperoleh
bahan pangan akibat kemiskinan tidak hanya terjadi di perkotaan,
tetapi juga di pedesaan. Secara teknis dan sosial ekonomis penyebab
menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang pernah terjadi
adalah diakibatkan oleh gagal panen, akibat bencana alam, perubahan
iklim maupun serangan hama dan penyakit maupun jatuhnya harga pasar
produk yang dihasilkan petani. Di sebagian wilayah menurunnya daya
beli petani terhadap pangan disebabkan oleh gagal panen atau anjoknya
harga jual komoditas yang ditanam secara mono kultur.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana membangun
kelembagaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) masyarakat,
terutama di daerah-daerah rawan pangan. Di samping itu pemberdayaan
masyarakat melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan dan
pengembanganlumbung pangandiarahkanuntukpemantapanketahanan
pangan masyarakat serta pola-pola integrasi komoditas, pengendalian
hama terpadu maupun pengenalan iklim diharapkan dapat membantu
masyarakat dari gagal panen yang dapat mengakibatkan menurunnya
kemampuan rumah tangga petani untuk memperoleh bahan pangan.

Dengan makin terbatasnya ketersediaan energi dari fosil, maka harus
dicarikan sumber energi alternatif lain. Dari hasil penelitian, beberapa
tanaman, seperti kelapa sawit, jagung, ubi kayu, tebu, tanaman jarak
dan kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi. Apabila energi
sumber nabatiini dapat dikembangkan masyarakat terutama di pedesaan
maka akan diciptakan masyarakat yang mandiri energi terutama untuk
memenuhi kebutuhan energi rumah tangga sehari-hari. Harus diakui
bahwa sampai saat ini ongkos produksi energi terbarukan masih lebih
mahal dibandingkan dengan energi fosil.
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1.2.2.8 Belum Berjalannya Diversifikasi Pangan dengan baik

Pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beras,
sebagaimana digambarkan pada tahun 2009 tingkat konsumsi beras
sebesar 102,2 kg/kapita/tahun. Dengan semakin bertambahnya jumlah
penduduk, kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat akan semakin
bertambah, dan apabila keadaan ini terus berlangsung serta tidak ada
upaya diversifikasi pangan, maka akan membebani masyarakat dan
negara serta mengancam ketahanan pangan nasional. Belum optimalnya
upaya diversifikasi pangan, disebabkan antara lain belum berkembangnya
pangan lokal berbasis teknologi pengolahan pangan, pola konsumsi
pangan masyarakat serta belum optimalnya dukungan dari program
sektor lain dalam percepatan diversifikasi pangan.

1.2.2.9 Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)

Petani Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan
usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber
permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani
kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara
produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat
ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak. Meskipun hasil survei statistik
menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan
lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil
untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

1.2.2.10 Belum Padunya Antar Sektor dalam Menunjang
Pembangunan Pertanian

Pembangunan sektor tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan
banyak sektor terkait. Pertemuan koordinasi antar sektor sudah sering
dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor
sangat sulit dilaksanakan. Hal ini karena memerlukan waktu dan tenaga
untuk menelaah kegiatan antar sektor, wilayah, komoditas, dan waktu,
sehingga tidak tumpang tindih. Kebijakan fiskal yang tidak berpihak
kepada penumbuhan industri pengolahan pertanian di dalam negeri,
misalnya, menyebabkan hilangnya kesempatan bangsa Indonesia untuk
menambah pendapatan dan memperluas lapangan kerja.
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1.2.2.11 Kurang Optimalnya Kinerja dan Pelayanan Birokrasi
Pertanian

Seperti kebanyakan institusi pemerintah pada umumnya, sumberdaya
manusia aparat Pemerintah masih jauh dari memuaskan. Kondisi ini
ditambah dengan penempatan aparatur Pemerintah Propinsi dan
Kabupaten/Kota yang tidak tepat dan sesuai dengan kompetensinya.
Penyuluh yang merupakan ujung tombak pembangunan pertanian
merupakan aparat Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana sebagian
besar Pemerintah Kabupaten/Kota kurang memberikan perhatian pada
peningkatan kemampuan, fasilitas dan sarana kerja

Di sisi lain, organisasi Kementerian Pertanian tidak sesuai/pas dengan
SKPD pertanian yang ada di daerah sehingga perlu diselaraskan.
Dengan diterbitkannya PP No. 41 tahun 2007, maka terjadi perubahan
nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk SKPD
pertanian, nomenklatur ini tidak selaras dengan nomenklatur Eselon |
di lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini berdampak pada banyaknya
Satuan Kerja (Satker) Kementerian di Daerah. Karena jumlah Satker
sangat besar, maka sulit melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
kegiatan. Akibatnya persentasi jumlah pelaporan yang masuk dan serapan
anggaran APBN pertanian masih relatif rendah.

1.2.3 Tantangan Pembangunan Pertanian 2010-2014

Disamping permasalahan mendasar, pembangunan pertanian ke depan
juga menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan yang
cermat dan tepat yaitu menyangkut produksi dan produktivitas, penggunaan
pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air,
perbenihan/perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan,
Millenium Development Goals (MDGs), kebijakan harga, kelembagaan usaha
ekonomi produktif, penyuluhan, citra pertanian, dan persaingan global.
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Boks 1.2 Tantangan Pembangunan Pertanian

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di
beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian
yang ramabh lingkungan.

2. Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk
memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.

3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta
perbenihan dan perbibitan.

4. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga
rendah bagi petani/peternak kecil.

5. Pencapaian Millenium Development Goals (MDG’s) yang mencakup
angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan

6. Penciptaan pricing policies yang proporsional untuk produk-produk
pertanian khusus.

7. Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat
krisis global.

8. Perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi
penerus.

9. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di perdesaan.

10. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif.

11. Pemenuhan kebutuhan pangan, disamping pengembangan
komoditas unggulan hortikultura dan peternakan, serta peningkatan
komoditas ekspor perkebunan.

N\ /

1.2.3.1 Peningkatan Produktivitas, Mutu dan Nilai Tambah
Produk Pertanian di Beberapa Sentra Produksi dengan
Menciptakan Sistem Pertanian yang Ramah Lingkungan.

Kondisi produktivitas komoditas pertanian primer yang diproduksi petani
di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena
belum diterapkannyaaplikasi paket teknologisesuaianjuran. Haliniantara
lain diakibatkan karena keterbatasan kemampuan permodalan petani
untuk membelisarana produksi, terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia
dan pestisida. Harga pupuk dan pestisida kimia yang cenderung terus
meningkat juga semakin membebani biaya produksi. Penerapan pestisida
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